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ABSTRAK 

Mulia Senita Riski : Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pada PT. 

XXX. 

Pembimbing  : Charoline Cheisviyanny, SE,M.AK,AK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis penerapan perhitungan, 

penyetoran, dan pelaporan penghasilan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh 

PT. Yasiga Sarana Utama, Semen Padang. Analisis Penerapan Perhitungan, 

Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan Peraturan dari 

Kantor PT. Yasiga Sarana Utama. 

Penelitian ini berbentuk observasi. Data dikumpulkan dari PT. Yasiga 

Sarana Utama secara langsung dengan mengamati, mengumpulkan data tertulis 

serta melakukan Tanya jawab dengan karyawan terkait dan di anlisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dan hasil penelitian dapat diketahui 

berdasarkan kesimpulan tugas akhir. 

Berdasarkan hasil yang didapatkan, penulis memberikan kesimpulan 

bahwa perhitungan penghasilan pendapatan di PT. Yasiga Sarana Utama masih 

belum mengarah pada peraturan undang-undang yang berlaku 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang begulir cepat 

sejak runtuhnya rezim kekuasaan orde baru adalah proses perubahan dalam 

segala bidang, cita-cita untuk mewujudkan Negara yang maju memacu 

perubahan-perubahan yang mendasar berbagai sector dan tahapan. 

Peraturan perpajakkan selalu disempurnakan sejalan dengan 

perkembangan ekonomi dan social. Perubahan selalu dibuat untuk 

menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakkan selalu 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu salah satu adalah terhadap UU 

Pajak Penghasilan. 

Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk 

lebih memberikan keadilan dan meningkat pelayanan kepada wajib pajak serta 

agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah 

mengeluarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 7 Tahun 1983, 

dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. 

Terakhir diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. 
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Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan 

dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakkan yang dianut 

secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efesiensi administrasi dan 

produktifitas penerimaan Negara serta tetap mempertahankan self assemenet 

system. 

Sistem pemungutan pajak dengan self assemenet system, yaitu ssistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang, dalam self assemenet system wajib 

pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang menurut Undang-undang pada suatu masa pajak, 

sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi. 

Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban 

pajak menurut Peraturan Undang-undnag mulai dari saat pendaftaran sebagai 

wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 

menghitung, menyertoekan pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). 

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam self assemenet 

system, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam 

memahami dan menerapkan peraturan perpajakkan yang sedang berlaku, 

mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakkan yang sedang berkembang, 

mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan penting membayar 

pajak. 
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Dengan banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 

namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai 

dengan dasar hukum pajak menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 

PER-31/PJ/2019. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini, yaitu cara 

perhitungan penghasilan yang tidak memasukkan lembur ke dalam penghasilan 

pendapatan karyawan.  

Berdasarkan hal ini, penulis ingin mengangkat judul “Analisis 

Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 Pada PT. XXX”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat merumuskan 

masalah yaitu : 

1.  Apakah PT. XXX telah menghitung kewajiban pajak penghasilan Pasal 21 

sesuai dengan Undang-undang perpajakkan yang berlaku? 

2. Bagaimana Penerapan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 

Pasal 21 di PT. XXX? 

C. Tujuan Penelitian 

      Untuk mengetahui apakah pelaksanaan penghitungan, penyetoran serta 

pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 oleh PT. XXX sesuai Undang-undang 

perpajakkan yang berlaku ? 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini akakn diperoleh manfaatnya antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

    Sebagai bahan masukkan apabila dikemudian hari diminta pendapat 

mengenai Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Pada PT. XXX. 

2. Bagi Universitas 

    Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan 

menambah perbendaharaan perpustaka serta sebagai perbandingan bagi 

rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian dengan masalah yang 

sama dimasa yang akan datang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh Pasal 21 adalah 

pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, lembur dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi 

Subjek Pajak dalam negeri. Saat ini PPh Pasal 21 harus menjadi perhatian 

bagi wajib pajak yang dikenakan PPh Pasal 21. 

2. Dari data-data Penghitungan mengenai penerapan jumlah PTKP, Biaya 

Jabatan dan Tarif atas Pajak Penghasilan yang diberlakukan oleh PT. Yasiga 

Sarana Utama kepada karyawan belum sesuai dengan Undang-undang 

perpajakkan yang berlaku. Karena ada beberapa perhitungan yang tidak 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. PT.Yasiga Sarana Utama melaporkan dan menyetorkan SPT Bulanan Tahun 

2019 Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP 

Tahunan untuk bulan januari-juni tahun 2019 pembayaran atau penyetoran 

atas pajak yang terutang telah sesuai dengan peraturan perpajakkan. Karena 

dalam Undang-undang Perpajakkan yang berlaku, penyetoran  pajak 

selambat-lambtnya tanggal 10 bulan berikutnya. 
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis memberikan 

sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan adapun saran-saran yang dikemukakan oleh 

penulis yaitu : 

PT. Yasiga Sarana Utama untuk lebih terus mempertahankan dan 

meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakkan, guna menghindari masalah 

serta pelanggaran-pelanggaran dan  tetap mengamati informasi-informasi 

yang terbaru mengenai perubahan-perubahan terbaru yang diberlakukan oleh 

Menteri Keungan, maupun Direktorat Jendral. 
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